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BUPATI BARJTO UTARA 

PROVlllSI KALIMAllTAJII' TEllGAH 

PERATURAJII' BUPATI BARITO UTARA 
HOMOR. : 1. TAHUll 2016 

TENTAJll'G 

PENETAPAJII' BATASAJII' UAJll'G PERSEDIAAK (VP) DAIi GANTt UAIIG (GU) 
PADA 8ATUA!C KER.TA PERAJIQKAT DAERAH (SKPDI 

DILlHGKUNGAl'f PEMERIIITAH KABUPATEN BARJTO UTARA. 

DENGAJf RAHMAT TUHAII YAJIIQ MAHA BSA 

BUPATI BARITO UTARA, 

Mcuimbang : a. bahwa memenuh.i Ketcntuan Pasal 201 Peraturan Mcoteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tabuo 2006 tentang Pedoman 
Pcngelolaan Keuangan Dacrah, menyatakan babwa 
ketentuan batas jumlab Uang Persediaan perlu ditotapkan 
dalam Peratura:n Kepala Daerab ; 

Mengingat 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada burnf a, pcrlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Bruito Utara. 

I. Undang·U11dang Nomor 27 Tabuo 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabuo 1953 tentang 
Pembentukao Dacrah 'J'ingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembarao Negara Republik Indonesia 
Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47. Tambahan. Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4 286 ) ; 

3. Undaog•Undan.g Nomor 0 l Tabun 2004· tentang 
Perbendahruan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembarao Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Un.dang-Undau.g Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjaweb Keuangan Negara 
(Lcmbaran Negara Rcpublll< Indonesia 'l'ahun 2004 Nomor 
53, 'l'ambaban LembQJ'Bil Negara Republik ludooesia Nomor 
4389) ; 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembamn Negara Republik lndonresia Tabun 2004 
Nomor l26 Tambahan Lembemn Negiim Republik. Indonesia. 
Nomor4438]; 

6 . Undang-Undang No.mor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undang;in (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambaban l..embar.an Negara Republik Indonesia NOJIIOI' 
5234]; 

7. Undang-Undan:g Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Hamor 55871 

8. Peraturan Pemerintah Norn.or 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daemh ( Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran 
Negara Republilic Indonesia Nomor 4578).; 

9. Peraturan Menteri Dala.!n Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 
sebagaimana telah diubab kedua kalinya dengim Peraturan 
Menteri DaJam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10.Peraturao Menteri dalaln Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penata llsahaan dan Penyusunan Lapomn 
Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

II.Surat Edaran Menteri Oalam Negeri Nomor SE 
900/316/BAKD Tahun 2007 Penltal Pedoman Sistem dan 
Prosedur J>cnat,,usahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Keua.ng.an Daerah; 

12.Pfflmll'al'.l D!rek1u'r Je'l'l1'e-ral PetbaldahalallII NO'!!IOt Per-
66/PB/2005 tentang Pelak$anaan Pembayamn atas Behan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

13. Pemturan Oaerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 
201'0 tentang Pokok-l'okok Ptngelolaan Keuangan Daerab 
(Lembaran Daemh Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Oaemh Kabupaten Barito 
Utara Nomor 2); 

14. ·l'eratUl'!lll Bupati Barito Utara Nomor 45 Tahun 2014 tangpl 
17 Juli 2014 tentang Sistem clan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerab Kabupaten Barito Utara. 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ba.rito Utara Nomor 16 Tahun 
2015 Tentang Anggaran ~tan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Barito Utara Tabun Anggaran 2016; 



Menetapkan 

16. Peraturan Bupa.ti Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 Tentang 
Penjabarao Anggaran l'l:ndapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bari·to Utara Tahun Anggaran 2016; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN IBUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN 
JUMLAH IJANO PERSEDIMN (UJ'1 DAN GANTI UANG (OU) 
PADA SATUAN KERJA PERANOKAT DAERAH (SKPD) DI 
UNOKllNGAN PEMERlNTAH KABUPAtEN BARITO UTARA. 

BAB I 
'KE'l'ENTOAN UM\JM 

PasaJ I 

OalaJn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;. 

2. Pemerintah Daerah adaJab Bupati dan Perangkat daerah 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah; 

3. Bupati adalah Bupati barito Utara; 

4. Pejabat Pengelola Keuang.an Dae,'!lh ,yang selanjull\,Ya 
disingkat PPKD adalah kcpala satuan kerja pengelola 
keuangan daer:ah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah; 

·S. Saluan Kaja Perangkat Daerah ·adalah penwgkat daer-ah 
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggimu, 
/pengguna barang ; 

6. Uang Peraediaan adalah sejumlah uang tunai yang diaediakan 
untuk satuan lcerja peraagkat daerah daJrun melakaaaakan 
la:giatan opcrasional kantor sehari-hari; 

7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleb pejabat yang 
bertar\ggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan pennintaan pembayaran; 

8. Surat Pen:nintaan Pembayaran Uang Persed.iaan (SPP-UP) 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk pennintaan uang muka kerja yang bcf'Sifat pengisian 
kembali (revolvi.ng) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran ,.,, gmng; 

9. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) adalah 
dokumen yang diajukan oleh bcndabara pengeluaran untuk 
pen:nintaan ganti uang persedjaan yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung ; 

10. Surat Permintaan Pembayaran Tambaban Uang (SPP-TU) 
adalah permintaan tambahan uang persediaan guna 
tro"laksaoakan kegiatan yang bcrsifat mendesak dan lidak 
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang 
persedjaan; 



11.Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
bendahara umwn daerah; 

-12. &ndahara Pengeh.umm ·adalah pejab&t fungsiooal yang 
ditunj uk. menerima, menyimpan, membayarkan, 
menat,,usebakan tlm mempenanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daenui dalam rangka pelaksanaan N'BD 
pada.SKPD. 

BAB 0 
BF.SARNYA UANG PERSEDIAAN 

Pasal 2 

(II Batasasi Pemberian Uang Per-sediaan (UP) pada Satuan Kerja 
.Perangkat Daerab (SKPD) di Ungkungim Petnerintah 
Kabupaten ditetapkan maksimwn 1/12 (satu per dua belasl 
dari Belanja Barang dan Jase Satuan Kerj_a Perangkat 
baerah (SKPD). 

(2) Besaran Uang Persediaan l!Pbagaimana dimaksud dalam ayat 
( l) untuk setiap SKPD adalab sebagaimana t.ercantum dalaJn 
Lampi.ran I Peraturan ini. 

PasaJ 3 

( J l Uang Persediaan dimaksud dalam PasaJ 2 banya dapat 
digunakan untuk belanja - belanja sebagai berikut : 

a. Belanja Bahan Pakai Habis 
b . Belaaja Bahan/Mareriiil 
c. Belanja Jase Kantor 
d. Belanja Prem.i Asuransi 
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 
f. Belanja Cetak dan Penggandaan 
g. -&lanja S--a: Ru.mah/Gcdung/Cudang/,Paritir 
b. Belanja Sewa Sarena Mobilitas 
i. Belanja Sewa Alst Beret 
j . Belanja Sewa Perlengkapan den Peralalan Kantor 
k. Belanja Makan dan Minum 
l Belanja Perjalanan Dinas 
DL Belanja Kontribusi dalain Rangka Pengembangllll SOM 

(2) Bendabara pengeluaran dapat melakukan pembayaran 
dengim uang persediaau maksimal sebesa.T Rp. 10.000.000,
(sepulub juta rupiah) untuk satu rekanan/pihak ketiga, 
kecuali untuk pembaya.ran tagihan rekening listrik, telepon 
dan air serta untuk. biaya kontnbusi diklat, bintek, seminar 
workshop dan untuk biaya perjalanan dinas. 

(3) Pengajuan Surat Perintab Membayar - Langsung (SPM-1.s) 
kepada Bendabara Umum Daerah (BUD) untuk Belanja 
Barang den Jase (5.2.2) dapat diajukan minimal sebesar 
Rp. 10.000.000,- (sepulub juta rupiab),Belanja langsung 
(kelompok rekening belanja pegitwai 5.2.J dan belanja modal 
5.2.31 dan Pengeluaran Pembiayaan daerah (6.21 dibaruskan 



denpn SPM-LS kecuali untuk bia,ya kontribusi diklat, 
bintek, seminar dan workshop. 

PasaJ 4 

Pen&isiru) kem.bali Uang Pttsediaan (SPP-OU) dapat dibcrikao 
apabila dana Uang Persediaan (UP) telah di SPJ-kan 
(dipertanggungjawabkan) sekurang-kurangnya 50% dari 
dana UP yang telah dicairkan. 

PasaJ 5 

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 50% sedangkan 
SKPD yang bersangkutan memerlulcan pendanaan untuk 
·kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan 
yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat 
mengajukan SPP Tambahan Uang Pe.--liaan (SPP-TU). 

PasaJ 6 

Batasan jumlah pengajuan Tambahan Uang ffUJ dapat 
dilakukan apabila sisa Uang Persediaan (UP) tidak 
mencukupi untuk mendanai suatu kegiatan dan baJ ini 
harus mendapat pe,-setujuan dari PPKD denpn 
memperhalikan rincian kcbutuhan dan waktu pelaksanaan .. 

Pasal 7 

Dalam hal Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan 
dalam jang)ca waktu 1 (satu) bulan setelah SP20 TU 
diterbitkan, maka sisa tambahan uang persedia.an teraebut 
harus disetor oleh bendahara pengeluaran kc Rekcning Kas 
Umum Daerah (RKUDJ. 

Pasal 8 

Denpn ditetapkannya Pcraturan Bupaii ini, maka Peraturan 
Bupati Barito Utara nomor 1 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 
2015 tentang Besamn Uang Pet-sediaan (UP) dan Ganti Uang 
(GU) pada Satuan Kerja Perangkat Dae.rah (SICPD) 
ililingkungan 'i>emenntah 'Kahupa.ten 'Barito Utara, dicabut 
dan dinyataka.ot tida.k berlaku. 

BABm 
KETENTIJJ\N PENUTIJP 

Pasal 9 

Peraturan Bu:pati ini mulai beriaku pada tanggal 
diundangjsan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupateo Barito Uta.ta. 

Diundangkao di Muara Teweh 
Pada tanggal '1 J""'""' ,01 b 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UTARA, 

~ 
JAINAL ABIDlN 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal ~ Januari 2016 

BUPATI BARITO UTA.RA. 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARrro UTARA TAHUN 2016 NO • .i ... 



JAMPIRAN : 
PERATURAN 8UPA11 BARITO IJTARA 
NOMOR i TAHUN 2016 
TENTANG 8ESARA11 UANG PERSEOIAAN (01') OAN GAN11 UANG (GUI 
PAOA SATUAN KeR.lA PERANOKAT OAEAAH DIUNOKUNGAN PEM£RIN'tAH 
KABUPATEN BAR?fO IJTARA TMIUN ANGGARAN 2016 

BESARAN UANO PERSEOIAAN (UP) DAN OAN'll UANG (GU) 
PADA SATUAN KERJA 1'£RANGKAT DAERAH DILINGKIINGAN PE)IF.RIKTAH 

l(ABOPATEN BARrl'O UTARA TAHUN ANOOARAN 2016 

(lll8AR 

No. SKPD / S0:B UNTf UP 

l DIMAS PENOlOIKAN 850.000.000 

2 DINAS KESEHATAN 500.000.000 

3 KAHl"OR RUMAH SAX1I' I/MUM OAERAH MUARA 11!:WEtl 300.000.000 

4 OlliAS 1'£KERJMN UMUM 300.000.000 

S BADAN ~'RENCANAAN PEMBANOUNAN DAERAH 300.000.000 

6 DlliAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI !MN INFORMATIKA 150.000.000 

7 BADAN UNOh.'l.lllOAN HIOUP 150.000.000 

8 DINA$ KEPENOUDUKAII DAN PENCATATAN SIPIL 100.000.000 

() BADAN KEWAROA ~A DAN Pf;MBERDAYMN PEREMPUAN Ul0.000.000 

10 Oi!IAS SOS!AI., TENACM KER<lA DAIi TR;ANSMIGRASI ~.000.000 

II DlNAS KOPERASl, USIIHA MJKRQ, KEC!L DAN MEHENOAH 80.000.000 

- 12 BADNI KBSA1UAN BANGSA DAN f'OIJ'rn( 100.000.000 

13 KANl'OR SA1UAN POUSI PAMONO PRAJA 80.000.000 

14 BADAN PENANOGUIMIOAN BENCANA DAERAH 85.000.000 

15 SFXRETAR!AT DAfJWi 1.500.000.000 

·16 SEKREl'ARIAT DPRD 600.000.000 

17 DINAS PENOAPATAN PENOeLOI..MN KEUANGAN DAN ASEi' 350.000.000 

18 PEJAB,f,T PENOEl.01..MN KEUAN<',AN OAERAH 25.000.000 

19 BADAN KEPEOAWAJAN DAERAH 150.000.000 

20 lNSPEICl'ORAT 125.000.000 

21 KECWATAN TEWEH TENG.'\H 50,000.000 

2'l ICECAMATAN TEWEH TIMUR 40.000.000 

23 KFCAMATAN IAHEI >l-0.000.000 

24 KECAMATAN OUNUNO TIMANG 50.000.000 

25 KECAMATAN MONTALI.AT >l-0.000.000 

26 KFCAMATAN OUNUNO PURI!! 30.000.000 

27 KECAMATAN TEWEtt BARU 30.000.000 

28 KECAMATAN 'l'EWEH SEIATAN 30.000.000 

!9 KECAMATAN IAHEI BARAT 30.000.000 

30 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PEIAY ANAN TERPAOU SATU PIN1U 65.000.000 

31 KANl'OR KIITAHANAN PANGAN 60.000.000 

:'12 llAOAN l't'.MBEROAYMN MA!IYARAKAT DAN OP~'IA 170.000.QOO 

33 KANTOR KEARSJPAN DAN PERPUSTAKMN DAFJWI 30.000.000 

34 DINAS PERTANIAN. PERJKANAN DAN PETERHAKAN 400.000.000 

JS DINAS KEH1JtANAN DAN PERIIBBUNAN 300.000,000 

36 lllNAS PERTAMBANOAN DAN ENEROI 150.000.000 

37 DINAS KEBUOAYMN, PARIW!SATI\. l'EMUD.A DAN OlAHRAOA 175.000.000 

38 DOiAS PER!J,1>USTRJAN. l'ERDAGAII~ DAN i'SIIGELOI..Ml'i PASAR 150.000.000 




